
 

 

 

BUPATI CIANJUR  

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR 

NOMOR  … TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2025-2029 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CIANJUR,  

 

Menimbang :   a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional 
untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;  

  b. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan 
prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
memajukan kondisi daerah; 

c. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah 

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala 
Daerah serta Wakil Kepala Daerah terpilih yang memuat 
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah 

dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang 
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman 
pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan 
rencana pembangunan jangka menengah nasional; 

d.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 
rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang  6  
Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  

Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2022  tentang  
Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987); 

6. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Kabupaten 
Cianjur di Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 7034); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun  2010   tentang  

Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13), 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 
Nomor 36 Seri D);  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 tahun 2024 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur 

Tahun 2024 Nomor 64); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2024 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 
Nomor 66); 

 

MEMUTUSKAN:  

 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-

2029. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah 
Kabupaten    Cianjur; 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah 
Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Cianjur; 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur; 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 

selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan 
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun; 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Cianjur Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RJP 
Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Cianjur untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang 
memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang 

Kabupaten Cianjur; 
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8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2025-2029  yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur  untuk 
periode 5(lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai 

dengann tahun 2029; 

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW 

adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan 
penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang 
wilayah Kabupaten Cianjur ke dalam struktur dan pola 

pemanfaatan ruang wilayah; 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan; 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 

12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; 

13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu 

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adalan rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud dari penyusunan RPJMD adalah penjabaran dari Visi, 

Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati selama masa 
jabatan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan RPJP Daerah, 

RTRW Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Barat dan RPJMN. 

(2) Tujuan dari penyusunan RPJMD adalah: 

a. memberikan landasan dan pedoman pada Bupati dan 
Wakil Bupati dalam pelaksanaan pembangunan jangka 
waktu 2025-2029; 

b. pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat 
Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada 

masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan urusan 
dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi 
Perangkat Daerah; 

c. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD rencana kerja 
pemerintah daerah yang merupakan perencanaan tahunan 

berupa Program beserta target dan pagu yang bersifat 
indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan 
kebijakan umum APBD; dan 
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d. sebagai instrumen sinkronisasi penyelenggaraan 

pembangunan daerah mulai dari perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan 
evaluasi. 

 

BAB III  

SISTEMATIKA 

Pasal 3 

(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 

meliputi: 

a. pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum, 

hubungan antar dokumen, maksud, tujuan, dan sasaran, 
dan sistematika penulisan. 

b. gambaran umum daerah memuat gambaran umum 

kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, dan 
permasalahan dan isu strategis. 

c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah; 

memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, dan strategi, arah 
kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. 

d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan 
pemerintah daerah; memuat program perangkat daerah, 
dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 

e. penutup memuat kaidah pelaksanaan, dan pengendalian 
dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya 
percepatan sasaran pembangunan daerah 

(2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Berita Daerah Kabupaten Cianjur. 
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        Ditetapkan di Cianjur 

        pada tanggal ... 

        BUPATI CIANJUR, 
 

 
        Ttd. 

 
 
        MOHAMMAD WAHYU FERDIAN  

 
 

Diundangkan di Cianjur 
pada tanggal ...  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR, 

 
 
 

 
 

CECEP SUHERLAN ALAMSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR ... 
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PENJELASAN 

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR 

NOMOR    …   TAHUN   … 

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  DAERAH  

  TAHUN 2025-2029 
 
 

I. UMUM  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 

penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Tahun 

2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan 

pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah 

yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek 

pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam 

mewujudkan keejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus 

menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku 

pembangunan. 

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, 

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, 

berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang 

digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah: 

1. pendekatan teknokratik; 

2. pendekatan partisipatif; 

3. pendekatan politis; 

4. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; 

5. pendekatan holistik-tematik; 

6. pendekatan integratif; dan 

7. pendekatan spasial. 

RPJMD dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah (Renstra-PD). 

Tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan melalui 

berbagai dialog sektoral maupun lintas sektor yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, 

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1  

Cukup jelas. 

Pasal 2  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 3  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 4  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025  

NOMOR  … 

 


